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PEMERINTAH KABUPATEN DAERA%'l TINGKAT I DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT il DEMAK

MOMOR 9 ToHUM 1996
TENTANG

FETRIBUSI FELAYANAN PERBAMFAHAN DAN KEBERSIHAN

DEMGAN RAHMAT TUHAN YANG MOHA EBA

BUFATI KEFALA DAERAH TINGKAT 1I DEMAK

oA

bahwa dengan telah'ditetapkanmya Undang uwndang
Momor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Fetribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang
Fetribusi Daerah perlu disesuaikan materinva 3

babwa untuk melaksanakan penvesuaian materi
tersebut di atas, dipandang perlu untuk  menyusun
dan menetapkan kembali FPeraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Demak tentang Retribusi
Felayanan FPersampahan dan Eebersihan .
Undang—undang Nomor 1% Tahun 1980 tentang
Femberntukan Dasrah-daerah Kabupaten dalam Ling-
kungan Fropinsi Jawa Tengah 3

Undang-undang Nomor % Tabhun 1974 tentang Pokok-
pokok  Femerintahan di Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3037 ) s

Undang—undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hubkum
Acara Pidana { Lembaran Negara Tahun 1781 pNomor

7&, Tambahan Lembaran Negara Nomor Z209 ) 3 s
Undang-undang HNomor 18 Tabhun 1997 tentang Fajak
Dasrah dan Hetribusi Daesrah { Lembaran Negara
Tahurn 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor Z685 ) g

Undang—-undang Momor 22X Tahun 1997 tentang

FPengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara
Tahur 1997  Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 24699 )

Faraturan Pemnerintabh Nomor 16 Tahun 19746 tentang
Ferluasan Kotamadia Daerah Tingkat 11 Semarang

{ Lembaran Negara Tahun 19746 Nomor Z5, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3079 )



X
¥ Feraturan Femerintah Nomor 27 Tahun 1983 tarntang
Felaksanaan Kitab Undang-undang Hubkuam fSoara
Fidana (Lembararn Negara Tahun 1983 Nomor T

B e e R

Tambaharn Lembaran Negara Nomor Je808) F

8. Peraturan Femerintah MNMomor &6 Tahun 1988 tentang
roordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di dagrah
{Lembaran HNegara Tahun 1988 Nomor 1,  Tambahan

e

Lembar-an Negara Momor S573) %

5. Peraturan FPemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tantang

Fetribusi Dasrah (Lembaran MNMegara Tahur 1997

Momor 5%, Tambahan Lembaran Negara Nomor ZEI2Y s

10, Keputusan Menteri Dalam Megeri Nomor 84 Tahun
19973 tantang Berntuk FPeraturan Daerabh dan
Feraturan Daerah perubahan

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tabun
1997 tentang Frosedur Pengesabhan Feraturan
Daerab 3 ‘

17, Feputusan Menteri Dalam Negeri Momor 174 Tahun
1997  tentang Fedoman Tatacara Femungutan Fetri-
husi Dagrah 3

17, Keputusan  Menteri Dalam Negeri NMomor 175 Tabhun
1997 tentang Tata Cara Femeriksaan di badang
metribusi Dasrah i

14. FPeraturan Daerah Kabupaten Dasrah  Tingkat 4l
Demalk Momor 5 Tahun 1988 tentang Fenyidik Fegawal
Mezc

Daerah Tingkat 11 Demak ( Lembaran Daerah

i Sdpdil di Linglungearn Femerintah Kabupaten

Kabupaten Daerah Tingkat 11 Demak Tahun 1984
Momor 8 ) .

Dengan  persstujuan Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Dasrah Tingkat 11 Demak .

HEMUTUS

<A RN
Menetapkan @ FERATURAN  DAERAH FARUFATEN DAERAH TINGKAT II  DEMAK

TENTANG RETRIBUSI FELAYANAN PERSAMFAHAN Dk
FERERSIHAN .

BAB I «owans
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ri. Tempat Fembuangan #Akhir (TPA) sampah adalah  tempat atau
Labharn vang disediakan  untuk  menampung  dan  memusnankan

mampah 3

o Surat  Setoran Retribusi Daerah yvang dapat disingkat  SSRD,
adalah surat vang digunakan oleh Wajib FRetribusi ur bk

melakukan  pembayaran atauw penyvetoran retribusi yang faru-
targ ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran retribusi  vyang

ditetapkan oleh Kepala Daerab 3

p. Burat Ketetapan Retribusi Dasrah yvang dapat disingkat SERD
adalah Surat Keputusan vang menentukan jumlah retribusi yang

terutang 3

. SBurat  Fetetapan retribusi Daerah  Lebibh Bayver vyang dapat
disingkat SKRDLE, adalah SBuwrat EKeputusan yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi, karena jumlah kredit
retribusi lebih  besar dari pada retribusi vang terutang

lebih besar ataw tidak seharusnya terutang i

o Surat  Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRE,
adalabh  surat untuk melakukan tagihan  retribusi  dan  atau

sarksi administrasi berupa bunga atau denda .

BAR  IIX
Mepa, OBRYEK DAN SURYER RETRIBUEIT
Fasal &
Dengan nama Retribusi Persampahan dan  Kebersihan dipungut
retribusi  dagrah  atas jasa yang diberikan  Femsrintah  Daerah
berupa pelayanan persampahan dan kebersihan  adalah retribusi
vang dipungut setiap sumber sampah  dalam  wilayah Kabupaten

Daerah Tingkat IT Demak .

Fasal A

Obvek Retribusi adalah semua sumber sampah yang mendapat pela-
vanan persampaban dan kebersihan di dalam  wilayah Kabupaten

Dasrah Tingkat 11 Demak .
asal 4

{1y Bubyehk Retribusi adalah setiap orang/pribadi ataw  Badan
Hukuwm yang mendapat pelayvanan persampahan dan kebersiban .

(2 Waiib Retribusi adalah setiap orang/pribadi  etau  badan

Hukum yang didalam menjalankan kegiatannya secara  langsung

ataw mengakibatkan timbulnyva sampah .

BAR IIT Lu.we.s



BaR ILI
MEEGNISME PELAYAGNAN FERSAMPAHAN DAN KERBERSIHAN
Fasal 5

(1) Setiap sumber sampah berkewajiban dan bertangung Jawab
urtuk membersihkan. mengumpulbkan, dan membuang sampah  dari
tingkungan masing-masing sampal ke Tempat Penampungan

Sampah Sementara (TFS) atauw tranfer depo .

k3
ot

Untul melakukan kewajiban tersebut ayvat (1) Fazal irid.

L

setiap sumber sampah harus menyediakan tempat sampah .

Fasal &
Felaksanaan penagelolaan kebersihan sampabh gari sunber sampah ke
Tempat Fenampungan Sampah Sementara (TF5)Y ataw  tranfer depo,
dapat melaksanakan melalul pembentukan organisasl / paguyuban /
lembana masyarakat dalam tiap-tiap FHukun Tetangga yang bertugas
mengangkut  sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan

Sampah Sementara (TPFS) ataw tranfer depo .
Fasal 7

1) Femerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung Jawab memn-
hersihbkan, jalan—Jalan wmuam, tempat-temnpat pglayanan umuim,
selokan-selokan dan saluran-saluran umum serta pengangrutan
sampah dari Tempat Fenampungan Sampah Semsntara (TFPS)  atau

tranter depo sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TFA)Y .

(Y Trehadap pelaksanaan tersebut ayat (1) Pasal irni sumber
dikenakan Retribusi Pelayanan Fersampahan dan Fehersihan .

BAE IV
GOLOMGAN RETRIBUSI
FPasal &

Fetribusi Felayanan FPersampahan dan Eebersihan adalah termasuk

golongan retribusi jasa umum .

BaB OV
Caks MENGUKUR TINGKAT FEMGBUNASN JABA
Fasal &

Timgkat penggunaan jasa Retribusi diuvkur berdasarkan  golongan

darn lokasi persampahban .

BAR VI . eaax
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Bog VI
FRIMNSIF AN SABAREN DALAM PENETAFRAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF
Fasal 10

H

¥

Primsip dan  sasaran dalam penetapan tarif  retribusi  adalah
urituk  mengganti biaya penvelenggaraan persampahan, biaya
investasil, penvusuwtan dan pemeliharaan . ’

BB VIT
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Fasal i1

Besarnya retribusi FPelayanan Persampahan dan Eebsresihan ssba-
gaimana tersebut ayat (2) Fasal 7 Peraturan Daerah ini diatur
selragal berikut s

AL Rumab Tangga
1. Rumah Tangga vang terletak di

Jalan Klas I sebesar Fp. 00,00/ bulan

2. Bumah Tangga vang terletak di
Jalarn Klas II sebesar Rp. 400, 00/ hulan
F. Fumah Tanggae vang terletak di o
Jalan Klas 111 sebesar R . H00,00//bulan

B. Ferkantoran
1. Ferkantoran sebesar Rp. 5.000,00//bulan
de Farntor milik Pemerintah/Swasta/s
Instansl sebesar Fp. 3.000,00/bulan

L. Hidang Usaha
L. Hotel/Losmen, Rumah Makan, Bengkel,

Dealer/Bhow Raoom, rumah bilyvard,

slep/rice mile, toko-toko. S5FBU

sebesar Fp. 3,000 ,00/bulan
~ HWarung, warung makan, kios sebesar  Rp. 1.000,00/balan
X Fedagang lesehanskakil lima sebesar Rp. 25,00/ vari
4. Hewan vang diperjualbelikan di

pasar hNewan H
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#. hewan besar sebesar S0,00/harl/ekor
|
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Hewan kecll sebesar 5,00/ hari/elor

BoaR O VITI
WILAYAH FPEMUMBUTAN

Fasal iz

Hetribusi terutang dipungut diwilayah daerah .

BAR IX s.ouas




EaR IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Fasal 13

Fetribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan BERD  atau

dokumen lain vang dipersamakan .
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BAR X L
TETE CARA PEMUNGUTAN
Fasal 14

Femungutan retribusi tidak dapat diboronghkan .

Femungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain vang dipersamakan .

Bap XI
TATA CARA FEMBAYARAN

Fasal 5

Fembavaran retribusi dilakukan di kas daerah  ataw tempat
Tain  vyang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesual wakiu  yvang
ditentukarn dengan menggunakan SKRD, SKR Jabatan  dan SR

Tambabharn .

fBpabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain vyang
ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas
4

daerab selambat—lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu vyang

ditentukan oleh kKepala Daerabh .

fipabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat wakiu
vang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (13},
maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda

sebesar 2 Y (dua persen) dengan menerbithan STRD .

Fembavaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas .

Fepala Dasrah atau Pejabat yvang diturnjuk dapat memberi 13in
bepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang
dalam kurun waktu tertentu, setelah memenubl persyaratan

vang ditentukan .

aAngswran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud  pada

avat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut—turut.

Kepala Dasrah ataw Felabat vang diturniuk dapat memberikan
iiin kepada Waiib Retribusi untuk menunda pembayaran retri-

e

pusi  sampai  dengan batas waktu  yang ditentukan sstslah

memenuhi persvaratan vang ditentukan .

{8} Farsyaratan ...



o

-
i

Persyatratan untuk dapat mengangsuwe dan menunda psmnbayaran
serta  tata cara pembayaran angsuran sebagaimana cdimalksud
ayvat (21 dan avat (4) ditetapkan plen Kepala Daesrah .

Famal 17

penbayaran  retribusi sebagaimana dimaksud dalam

146 diberikan tanda bukti pembayaran .

{7y Setiap pembayvaran dicatat dalam buku penerimaan .

(53 Herntuk, isi. kualitas, ukuran buku penerimaan  dan  tanda
bukti  pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada avyvati

(11 ditetapkan oleh Kepala Daesrah .

HAaR  XIT
SANKEST ADMINISTRALI
Fasal ie

Dalam kal wajiib retribusi tidak membavyar tepat pada waktunya
ataw kurang membayvar, dikenakan sanksi adminsitrasi Derupa

hunga sebesar 2 074 (dua persen) setiap bulan dari bhe

retribusi yang terutang yvang tidak atau kurang bayar dan  dita-

gih dengan menggunakan STRD .

BARB X111
TATACARS PEMAGIHAN RETRIEBUSI

Fasal 1%

{1} Surat Teguran atauw Burat Feringatan atau surat  iain  vang
seijenis sebagail awal tindakan pelaksanaan penagihan el
busei  dikeluarkan 7 ( tujuh ) hari sejak saat jatuh tempo

e hayaran .

(7)Y Dalam Jjanaka waktu 7 ( tujuh ) hari setslah tanggal  Burat

Teguran atauw Surat Feringatan atau swrat lain vang me jeEnls,

Waiib Retribusi harus melunasi retribus ang terutang .

(%Y Gurat Teguran. Surat Peringatan atau surat lain yang

nin  ssbagaimana  dimaksud pada ayat (1} dikeluarkan

FPeiabat vang dituniuabk .

Dentuk-bentuk  foremulir  yang dipergunakan untuk pelaksanaan

penagihan retribusi ditetapkan oleh Kepala Dasrah .




Balk {1V
TATACHRS FENGURANGAN, KERINGANAN DA
FEMBEBRASAN RETRIBUSI
Tasal 21

e

{11 Kepala Daerah merdasarkan permohonan Wajib Retribusi dﬂpat
memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan e
asi .

{7y Tatacara pemberlan pengurangan, keringanan dan  pambebasan
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
pleh Kepala Daerah .

BAR XV
KETENTUAN FIDANA

Fasal 22

(1) Wajibh Retribusi yang tidak melaksanakan  kewajibannya se-
mingoa merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan

paling lama & (enam) bulan atauw denda paling banvak &
{empat) kali jumlah reotribusi yvang terutang .

(21 Tindak pidana sebagalimana dimaksud avat (1) adalah pelang-
QUEr ar .

BAR  XVI
FENY IDIKAN

~y

FPasal 23

{1y Pejabat Fegawal Megeri Sipil tertentu i limghkungan
Femerintah  Daerah diberi wewenang khusus sepbagal PFPenyidik
urtuk  melakukan penyidikan tindak pidana di bidang rebri-
busi daerah .

(2) Wewsnang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
adalah s
a. mEnerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti bketerangan
ataw laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
retribusi  daerah agar keterangan ataw laporan tersebut
menijadi lebih lengkap dan jelas i

b, mensliti, mencari dan mengumpulian keterangan  mangenal
orang atau pribadi atan padan tentang kebenaran parbuas
tarn  yang dilakukan  sehubungan dengan tindak  pidana
retribusi daerah tersebut

e . menerima  keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi
ataw  badan sehubungan dengan tindak pidana di  bidang

retribusi dasrabh 3

de meEnerikE8R seewaaw
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d. memeriksa buku-buku, catatan—-catatan dan dobkumen—dokuman
lain serta melakukan penvitaan terhadap pahan bukti
tersobult 3

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan  bukti
pembukwan , pencatatan dan dokumen—dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap hahan bukti tersebut j

. meminta  bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi

daerah 3

0. menyurubh berhenti, melarang sesecrang meninggalizan
ruangarn atau tempat pada saat pemeriksaan sedang ey
langsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang

dibawa sebagaimana dimaksud pada wruf e g

. m
retribusi dasrah g

emotret seseorang vang berkaitan dengan tindak pidana

i. memannoidl arang untuk  didengar kesterangannya can

diperiksa sebagal tersangka ataw saksi i

i. menghentiban penyigikan i

k. omelakukan  tindakan lain vang periu  wuntui ke lancaran
penyidikan tindak pidana di  bidang rvetribusi dasran

menurut hukum vang dapat dipertangung jawabkan .

(3) Penvidik sebagalmana dimaksud pada ayat (1) member Lbahukan
dimulainyva penyidikan dan menyampaikan hasil paenyidikannya
bepada Penuntut Uman, sesual dengan ketentuan yang chiatur
dalam Undang-undang Momor 8 Tahun 1981 tentang Hubkum  Acara

Fidama .

BAaR  AVIT
KETENTUAN PENUTUF
Fasal 24

Dengan berlakunva Feraturan Dasrah ini maka Feraturan Dasrah
Kabupaten Daesrah Tingkat 11 Demak Nomor 1 Tahun 1998 tentang
Retribusi Sampah di dalam wilayah Fabupaten Dasrah Tinghkat T1

Demal dinvatakan tidak berlakua lagi

Peratwran Daerah ini  mulai berlaku pada tanggal diundanghkan .

TATU - S



t
mepnerintahkan  pengundangan

dengan penemnpatannys E
Kabupaten Dasrah Tinghksat

AN PERWARTLAN RAKYAT DAERAH
APAPATEN DAERAH TINGKAT II
P EMAK

&

Diundangkan pada tanggal 5 Juni 1999 dalam Lembaran Daerah
. Kahupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1999 Nomor 14 Seri
B Nomor 1 .
SEKRETARIS WILAYAH/DALRAH
YGKAT 7I DEMAK

Drse EDI SABARNO

Pembina Utama Muda
NIP. 0100465792
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FENJELASADN
T A B
FERATURAN DAERAH KABUFATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK
NOMOR 9 TAHUN 1998
TENTANG
FETRIBUST FELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KERBERSIHAN

FENJELOSAN UPMUM .

Sesuai dengan  Undang-undang Nomor 5 Tabhun 1974  tentant
Fokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Fajak dan Fetribusi meru-
pakan sumber pendapatan daerah agar dasrah dapat melaksanakan
otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah  tangganya
sendiri  disamping penerimaaan yvang berasal dari Femerintah
perupa  subsidi  atau bantuan dan bagil hasil pajak dan  bubkan
ped ah o Sumber pendapatan daerah  tersebut diharapkan dapat
mendadi  sunber pembiayaan pemerintahan dan penbangunan untuk
meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat .

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Momor 18 Tabhun
1997  tentang Fajak Dasrab dan Retribusi Daerah dan Fsraturan
Femerintah maka Feraturan Daerah Kabupaten Daeran Tingkat Ii
Demat  Momor 1 Tahun 199% tentang Retribusi Sampabh  di daiam
wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Demak perlu segera ditin-
Jaw  kembali untuk disesuaikan materinya dengan Undang-undang
Momar 18 Takun 1997 dan Peraturan FPemerintah bomor 20 Tarhun

ahut di atas .

£33

suai dengan Fasal 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997

-
ey 52

maka Betribusi Felayvanan Fersampahan dan Kebersihan imi dite-

s ban

tapkan dengan Peraturan Daerab sehingga dapat dijadikan

afakan

gai landasan hubkwn bagi aparat pemerintah dalam melak

tugasnya sekaligus sebagal upaya dalam rangka meningkatian

Fendapatan Asli Daerah Sendiri .

FERIFLASAN FASAL DEMI FABAL .

Fasal ini memuat pengertian istilah  vyang

-
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dipergunakan dalam Feraturan Dagrah ini .

Dengan adanya penegrtian terntang iwtilah

tersebut dimaksudkan urrtuk mencegan

timbulnyva salah tafsir dan salah  penger-
tian dalam  memahami  dan melaksanakan
pasal-pagal vyang bersanghkutan, sehinggs
waiib retribusi dan aparatur dalam menja-

lankan hak dan kewajibannya dapat beris-

dengan lancar dan  akhirnya dapatl

dicapal tertib administrasi, karana
istilah—-istilah tersebut mengandung

&
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pengertian o baku dan teknis  dalam

Y
pidanng retribu

s
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Cubkup islas .

wtribusi dipungut meliputi mex Luiruh
wilayah Kabupaten Daesrah Tingkat it
Demak .

Cubkup ielas .

Fasal ini  menjielaskan bahwa Feratuweran
Dasrah Kabupaten Daerah Tingkat I1 Demak
Nomor 1 Tahun  199%  tentang FRetribusi
Sampah di dalam wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat I1 Demak dinyatakan tidak berla-

Bot-

bu dan sekaligus sebagal pencabutan car
Feratuwran Dasrah tersebut .

Cubup jelas .




